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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 33/Pdt.G/2021/PA.Prgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Parigi  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Dolago,  17  Juli  1974,  agama

Islam,  pekerjaan  xxxxx  xxxx,  pendidikan  SD,

tempat  kediaman  di  Jln.  Tarigo  Pasau

(Perumahan Nelayan), xxxxx xx, KABUPATEN

PARIGI MOUTONG,, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Olaya, 04 November 1982, agama

...,  pekerjaan  xxx  xxxxx  xxxxxx,  pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman KABUPATEN PARIGI

MOUTONG,  NAMUN  SEKARANG  TIDAK

DIKETAHUI  ALAMAT  DENGAN  JELAS  DAN

PASTI DI WILAYAH RI., sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
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Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

07 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  33/Pdt.G/2021/PA.Prgi,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon  dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah

pada hari Rabu, tanggal 09 september 1998 M. berdasarkan Duplikat

Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

xxxxxxxxx  xxxxxx  Nomor  :  433/10/X/1998,  tanggal05  januari  2021

hingga sekarang belum pernah bercerai;  

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah

orang  tuaTermohon  di  xxxx  xxxxx  selama  kurang  lebih  6  tahun

kemudian pindah di kediaman milik bersama hingga sekarang;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  telah  hidup

layaknya  suami  isteri  dan  dikaruniai  2  orang  anak  masing  masing

bernama : 

a. xxxxxx, umur  21 tahun dan

b. xxxxxxx, umur 16 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini  berada dalam asuhan dan pemeliharaan

Termohon.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonis  sekitar  9  tahun  lamanya,  namun  pada  tahun  2004  rumah

tangga  Pemohon  dan  Termohon  mulai  goyah karena  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon antara lain disebabkan oleh : 

a.Pemohon memiliki kecurigaan terhadap Termohon menjalin cinta

dengan laki laki lain. 

b. Termohon  diketahui  telah  menikah  lagi  dengan  seorang

laki-laki yang bernama Erlan Lakoma. 

6. Bahwa  demi  untuk  mempertahankan  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon,  Pemohon  sudah  berusaha  menasehati
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Termohon,  namun  Termohon  malah  balik  marah  marah  kepada

Pemohon;  

7. Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  07  Juli  2007  adalah  puncak

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan  Termohon,

dimana saat itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon sehingga Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon

tersebut.  Termohon pergi dari  tempat kediaman bersama dan hingga

saat ini tidak di ketahui keberadaannya; 

8. Bahwa  sejak  kejadian  tersebut  antara  Pemohon  dengan

Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, hingga sekarang; 

9. Bahwa  menyadari  sikap  dan  prilaku  Termohon  serta  keadaan

rumah  tangga  yang  demikian,  maka  Pemohon  tidak  ridho  lagi

beristerikan  Termohon,  dan  Pemohon  telah  berketetapan  hati

menceraikan Termohon;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Parigi cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  

2. Menetapkan  mengizinkan  Pemohon  PEMOHON untuk

mengikrarkan talak kepada Termohon Miranti  Binti  Djahi dihadapan

sidang Pengadilan Agama Parigi;  

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum 

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan untuk  itu,  pihak

Pemohon  telah  datang  menghadap  sendiri  di  muka  sidang  dan  telah

memberikan  keterangan  secukupnya.  Sedangkan  Termohon  tidak  dapat

didengar  keterangannya  karena  tidak  datang  menghadap  sendiri  di  muka

sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa

hukumnya,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana
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pengumuman  relaas  panggilan  Nomor  30/Pdt.G/2020/PA.Prgi melalui  media

massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Parigi  yakni  Radio Republik

Indonesia Palu, dilakukan sebanyak dua kali yaitu tanggal 15 Januari 2021 dan

tanggal 26 Februari 2021 sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan

suatu halangan yang sah menurut  hukum, untuk itu  dengan mengacu pada

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan

tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar

bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  dengan

Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka

Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  prosedur  Mediasi  sebagaimana  yang

dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor

1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.  Meskipun demikian

Majelis  Hakim  tetap  berusaha  merukunkan  pihak  berperkara  dengan

menasehati  Pemohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak

berhasil;; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  permohonan

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir  di  persidangan,  maka  jawaban  Termohon  atas  permohonan  Pemohon

tidak dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi  Duplikat  Kutipan Akta  Nikah Nomor  433/10/X/1998,  tanggal  05

Januari  2021,  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah
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di-nazegelen, kemudian diberi  kode bukti  (P.1),  tanggal  dan paraf Ketua

Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di

bawah  sumpah,  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon; 

 Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di

rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx selama kurang lebih 6 Tahun,

kemudian pindah di rumah kediaman milik bersama hingga sekarang

 Bahwa telah dikaruniai  dua orang anak, satu orang anak

Pemohon dan Termohon sudah berkeluarga dan yang satu  tinggal  di

rumah orang tua Termohon; 

 Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon tidak rukun lagi  karena Termohon telah pergi  meninggalkan

Pemohon; 

 Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun

2007  saksi  tidak  pernah  lagi  melihat  Termohon  di  rumah  kediaman

bersama mereka, atau bersama lagi dengan Pemohon; 

 Bahwa  Termohon  pergi  meninggalkan  Pemohon  karena

Termohon  ada  hubungan  dengan  laki-laki  lain  yang  bernama  Erlan

Lakoma dan saat ini diketahui Termohon telah menikah dengan laki-laki

tersebut; 

 Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena dalam Kartu

Keluarga  Termohon  yang  ia  kirim  untuk  anaknya  sewaktu  mendaftar

masuk sekolah status Termohon adalah istri dari kepala keluarga yang

bernama  Erlan  Lakoma,  selain  itu  masyarakat  kekitar  juga  sudah

mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dan saat ini sudah tidak

diketahui tempat tinggalnya
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 Bahwa  yang  saksi  ketahui,  Pemohon  sudah  pernah

berusaha  mencari  Termohon  melalui  keluarga/orang  tua  Termohon,

namun  tetap  tidak  berhasil  bahkan  orang  tua  Termohon  juga  tidak

mengetahui tempat tinggal Termohon saat ini; 

 Bahwa  keluarga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pernah

berupaya untukmerukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak

berhasil; 

Bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut,  Pemohon  tidak  menyatakan

keberatan;

Bahwa,  berhubung Pemohon tidak  sanggup mengajukan satu  orang

saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali

yang  telah  diajukan  di  persidangan,  maka  Majelis  Hakim  memerintahkan

Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya  Pemohon menyatakan  tidak  mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

P E R T I M B A N G A N  H U K U M

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis

Hakim  dapat  menyimpulkan  bahwa  perkara  tersebut  mengenai  sengketa

perkawinan  yang  menjadi  wewenang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang

tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai  tempat domisili

Termohon  yang  berada  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Parigi,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
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Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pengadilan  Agama  Parigi berdasarkan

kompetensi  absolut  dan  relatif  berwenang  untuk  menerima,  memeriksa,

mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  perkara  a  quo,  Pemohon

mendalilkan bahwa  Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah,

yang  telah  melaksanakan  pernikahan  secara  Islam  sesuai  dengan  aturan

perundang-undangan  tentang perkawinan  yang  berlaku di  Negara  Kesatuan

Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang

Undang Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama yang  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang

Undang  Nomor  7 Tahun  1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentana Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  junctis  Pasal 132 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum

untuk  bertindak  sebagai  pihak-pihak  dalam  perkara  ini  (persona  standi  in

judicio);

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri  ke persidangan, sedangkan

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai

wakil  atau  kuasanya yang sah untuk  menghadap ke  persidangan meskipun

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  serta  temyata  ke-tidakhadirannya

Termohon   bukan  disebabkan oleh suatu alasan yang sah,  maka Termohon

harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg.  perkara  ini  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadirnya  Termohon

(verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006,  terakhir  dengan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun

2009 juncto  Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
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mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada

Pemohon  agar  bersabar  dan  tetap  mempertahankan  keutuhan  rumah

tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu

hadir  sedangkan  Termohon  tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Pemohon mempunyai  alasan serta  tidak  bertentangan  dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai

adalah bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  Termohon  diam-diam  telah

menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan telah menikah dan puncaknya

pada hari  Rabu tanggal  07  Juli  2007 terjadi  pertengkaran yang disebabkan

hubungan Termohon dengan lelaki lain kemudian Pemohon menasehati akan

tetapi Termohon justru balik marah dan selanjutnya pergi meninggalkan tempat

kediaman bersama hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi dengan

Pemohon untuk membina rumah tangga dan keberadaanya pun tidak diketahui.

Sehingga  telah  terjadi  pisah  tempat  tinggal  selama  kurang  lebih  09  tahun

sampai  sekarang,  dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak ada komunikasi  apalagi  menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya

suami-istri;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Pemohon  maka  dapat

dinilai sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat (volledig en bindende bewiiskrar.hf) karena Termohon tidak pernah

hadir di  persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil  atau

kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil

secara resmi dan patut serta ke-tidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh
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suatu halangan yang sah, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian

dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang

bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali

dan Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015,  maka

Pemohon wajib untuk membuktikan dalil dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Majelis

Hakim  menilai bahwa yang  menjadi   alasan   dasar

diajukannya   perkara perceraian ini adalah karena alasan perceraian menurut

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu Antara suami dan isteri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertrmbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim tetap memberikan beban pembuktian  (burden proof)  kepada Pemohon

guna  membuktikan  fakta  keretakan  hubungan  rumah  tangganya  dengan

Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Pemohon  telah  menikah  dengan

Termohon pada tanggal 09 September 1998, relevan dengan dalil yang hendak

dibuktikan  oleh  Pemohon,  maka  bukti  P  sebagai  akta  otentik  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 09 September 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Pemohon juga  telah  mengajukan  seorang  saksi

yaitu: SAKSI, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang
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memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi

secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

serta  tidak  ada halangan diterimanya kesaksian  saksi  tersebut,  maka  saksi

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang

saksi,  namun  satu  orang  saksi  tanpa  didukung  dengan  bukti  lain,  belum

mencapai  batas  minimal  pembuktian  dan  baru  dapat  dinilai  sebagai  bukti

permulaan,  sebagaimana  azas  yang  menyatakan  “Unus  testis  nullus  testis”

bahwa  satu  saksi  bukan  saksi,  sehingga  dengan  demikian  dalil-dalil

permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula

seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  sudah  tidak  ada

kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain

selain  dari  apa  yang  telah  diajukannya  di  persidangan,  maka  berdasarkan

ketentuan  Pasal  182  Ayat  (1)  R.Bg,  Majelis  Hakim  telah  memerintahkan

Pemohon  untuk  melengkapi  alat  buktinya  dengan  mengucapkan  sumpah

pelengkap  (suppletoir)  di  muka  persidangan  yang  isinya  meneguhkan

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  sumpah  pelengkap

(suppletoir)  yang telah diucapkan Pemohon tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil dan materiil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

dan  menggantungkan  putusan  dalam  perkara  ini  pada  sumpah  tersebut

sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon,  bukti  tertulis

dan keterangan saksi yang dikuatkan dengan Sumpah Pelengkap (suppletoir),

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai

berikut:

 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada

tahun 1998;
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 Bahwa  Pemohon  dengan  Termohon  pernah  hidup  rukun  dan  telah

dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan nenek atau

orang tua Termohon;

 Bahwa sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran 

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon disebabkan Termohon telah menjalin asmara dengan lelaki lain;

 Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi  pada tahun 2007 dimana Termohon pergi  meninggalkan

Pemohon dan tidak pernah kembali  hidup bersama lagi dengan Pemohon

bahkan sejak saat itu keberadaan Termohon tidak diketahui lagi; .

 Bahwa  Pemohon  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

keretakan ikatan batin  sebagai  suami  istri,  akibat  perselisihan hingga terjadi

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar  09 tahun lamanya, dan

tidak ada harapan untuk kembali  rukun karena keduanya sudah tidak saling

mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan

Termohon,  yang  tentunya  rumah  tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan kekal,  sesuai  maksud Pasal  1  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  terwujudnya  keluarga  yang  sakinah,

mawaddah  dan  rahmah,  sesuai  maksud  Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam,

bahkan  dalam rumah tangga  seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah

rumah tangga diadakan;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis

diambil sebagai pendapatnya;

طلقة                 ضي القا عليه طلق جها و لز الزوجة رغبة م عد شتد اا ذ وا
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Artinya  :“Apabila  seorang  istri  telah  sangat  benci  kepada  Suaminya
maka    Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ;

 Menimbang,  bahwa  suatu  ikatan  pernikahan  adalah  dimaksudkan

untuk  memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan

melihat  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sebagaimana

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

bukan  saja  tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya permohonan

Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Miranti Binti Djahi) di depan sidang

Pengadilan Agama Parigi;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

ini sejumlah Rp.560.000,00 ( lima ratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Parigi pada hari Senin tanggal 12  April 2021 Masehi bertepatan dengan

tanggal  29 Sya’ban 1442 Hijriah oleh Muammar H.A.T., S.H.I.,  M.H. sebagai

Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Imayanti,  S.H.  sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota 

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Ketua Majelis,

Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 390.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 560.000,00
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).
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